
BUPATI TAPIN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 22 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 06 TAHUN 2009  

TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008-2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang : a. bahwa hasil pengendalian dan evaluasi 
menunjukan substansi Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2008-2012 belum sesuai dengan ketentuan 
Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
sehingga perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, perlu 
menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2008-2012; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2008-2012; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang    
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700);  
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8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi  dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Tapin; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2008-2012; 

E M U T U S  
K   : 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 

dan 

BUPATI TAPIN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TAPIN NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN 
TAHUN 2008-2012.  
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008-2012 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 06),  diubah sebagai 
berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
BAB II 

SISTEMATIKA 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 – 2012 

Pasal 2 

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II   GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III  GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN 
KERANGKA PENDANAAN 

BAB IV    ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

BAB V    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

BAB VI   STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN 
PENDANAAN 

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

BAB IX    PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

 
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
BAB III 

ISI DAN URAIAN 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 - 2012 

Pasal 3 

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2008-2012 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapin. 
 

Ditetapkan di Rantau 
pada tanggal 28 Desember 2012 

BUPATI TAPIN, 
 

  
      ttd 

 
                                 

IDIS NURDIN HALIDI 

 

Diundangkan di Rantau 
pada tanggal 28 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 

 
    ttd 
 

 
RAHMADI 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 22 

 


